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: Pasal 10 ayat (9) UU 14/2005 bertentangan dengan Pasal 1 ayat 
(2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 
1945. 

Amar Putusan : 1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima; 

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

Tanggal Putusan : Selasa, 27 Juni 2023 

Ikhtisar Putusan :  

Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang yang memiliki hak untuk 
memilih (right to vote) dalam pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, 
dan pernah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, 
tahun 2014, tahun 2019, dan Pemilukada DKI Jakarta tahun 2017. Selain itu, Pemohon I 
juga menjelaskan sebagai mantan Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 
Indonesia (YLBHI), yang menaruh perhatian guna terwujudnya Pemilu dan Pemilihan 
Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 
adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, baik secara langsung 
maupun tidak langsung berpotensi tidak dapat diwujudkan karena ketentuan Pasal 10 ayat 
(9) UU 7/2017 mengenai akhir masa jabatan (AMJ) anggota KPU Provinsi dan anggota KPU 
Kabupaten/Kota berakhir pada tahun 2023 dan tahun 2024 bersamaan tahapan pemilu dan 
pemilihan serentak tahun 2024 yang telah memasuki tahapan krusial, sehingga hampir dapat 
dipastikan akan mengganggu tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 karena di 
tengah-tengah pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 harus 
diselenggarakan seleksi anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota di 
sebagian besar wilayah Indonesia, dengan jumlah yang sangat banyak. 

Pemohon II adalah Yayasan Pusat Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia atau 
dikenal dengan Centre For Strategic and Indonesia Public Policy (CSIPP), yang menyatakan 
dirinya sebagai Organisasi Non-Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
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yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di 
tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kesadaran terwujudnya demokrasi dan 
demokratisasi di Indonesia. Pemohon II turut serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 
mendorong terwujudnya kebijakan di bidang pemilu agar terwujud pemilu yang jujur, adil, 
dan berintegritas. Bentuk kerugian konstitusional yang dialami Pemohon II adalah dengan 
AMJ anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan tahapan 
pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, potensial mengganggu terwujudnya pemilu dan 
pemilihan serentak tahun 2024 yang jujur dan adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E 
ayat (2) UUD 1945. 

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para 
Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 10 ayat 
(9) UU 14/2005 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan para Pemohon. 

Terkait dengan Kedudukan Hukum, Pemohon I telah dapat menguraikan secara 
spesifik hak konstitusionalnya secara faktual atau sekurang-kurangnya potensial dianggap 
dapat dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017. Selain itu, telah tampak 
pula adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian yang 
dimaksudkan dengan berlakunya norma pasal undang-undang yang dimohonkan pengujian 
yang apabila permohonan dikabulkan maka anggapan kerugian yang bersifat faktual 
dan/atau potensial sebagaimana dimaksud oleh Pemohon I tersebut tidak terjadi lagi 
dan/atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil 
permohonan Pemohon I, menurut Mahkamah, Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk 
bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Selanjutnya, Pemohon II, menurut 
Mahkamah adanya ketentuan norma pasal yang dimohonkan pengujian tidaklah serta merta 
menjadikan Pemohon II, in casu Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik 
Indonesia (CSIPP), telah dapat menganggap dirugikan hak konstitusionalnya, karena 
Pemohon II yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pusat Studi Strategis dan 
Kebijakan Publik Indonesia (CSIPP) sejatinya tidak memiliki hak pilih dalam pemilu. Terlebih, 
terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemohon II sebagaimana terdapat dalam 
AD/ART tidak secara tegas bergerak di bidang kepemiluan. Oleh karena itu, menurut 
Mahkamah, tidak terdapat kerugian hak konstitusional baik secara potensial maupun secara 
faktual yang dialami oleh Pemohon II, serta tidak terdapat korelasi antara objek yang 
dimohonkan pengujian dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Sehingga, 
Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam 
permohonan a quo. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan 
hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon I (selanjutnya disebut Pemohon) 
memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 10 ayat 
(9) UU 7/2017 terhadap UUD 1945, Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan 
hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. 

Berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah 
menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 10 ayat 
(9) UU 7/2017 menyatakan, “Masa Jabatan Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya 
untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama” bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Anggota KPU 
Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 
dan Tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai setelah selesainya Tahapan Pemilu 
dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-
XVI/2018, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diwajibkan untuk 
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu secara profesional demi mewujudkan pemilu 
yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dikehendaki oleh 
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ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Terlebih, UU 7/2017 telah menentukan prinsip 
yang harus diikuti oleh penyelenggara pemilu, in casu KPU, yaitu prinsip mandiri, jujur, adil, 
berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. 
Menurut Mahkamah, penyelenggaraan pemilu dilaksanakan tidak hanya memperhatikan 
prinsip-prinsip pemilu yang baik tersebut di atas, namun juga harus dilakukan secara 
terencana dan berdasarkan wewenang penyelenggara pemilu, in casu KPU, yang telah 
diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga penyelenggaraan pemilu khususnya 
proses seleksi anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota tidak mengganggu 
tahapan pemilu yang telah ditentukan. 

Mekanisme seleksi keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan 
dengan membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota pada setiap provinsi, di mana KPU diberikan kewenangan penuh oleh UU 
7/2017 untuk mengatur mengenai tata cara pembentukan Tim Seleksi. Tim seleksi calon 
anggota KPU Provinsi dan calon anggota KPU Kabupaten/Kota masing-masing berjumlah 5 
(lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang 
memiliki integritas. 

Selanjutnya, UU 7/2017 mensyaratkan agar anggota tim seleksi calon anggota KPU 
Provinsi dan calon anggota KPU Kabupaten/Kota dilarang mencalonkan diri sebagai calon 
anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Terlebih, tanpa bermaksud menilai 
legalitas produk hukum pelaksanaan undang-undang, perlu ditegaskan bahwa calon anggota 
tim seleksi tidak sedang menjabat sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan. 
Berdasarkan ketentuan norma Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) UU 7/2017, tim 
seleksi melaksanakan sepuluh tahapan kegiatan dalam proses pemilihan calon anggota 
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Setelah pelaksanaan seluruh tahapan oleh tim 
seleksi, KPU kemudian bertugas untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 
calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diajukan oleh tim seleksi. 
Setelah itu, KPU akan menetapkan sejumlah nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota terpilih berdasarkan peringkat. 

Terhadap pembagian tugas antara KPU dan tim seleksi dalam proses seleksi calon 
anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Mahkamah menilai bahwa sebagian besar 
tugas yang ada dalam tahapan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh tim seleksi yang keanggotaannya tidak berasal dari unsur 
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam tahap seleksi calon anggota KPU 
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU masih mempunyai tugas untuk melakukan uji 
kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 
Oleh karena itu, menurut Mahkamah, KPU masih dapat menjalankan tugas dan 
wewenangnya dalam tahapan penyelenggaraan pemilu sekalipun adanya seleksi calon 
anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di saat yang bersamaan dikarenakan 
adanya porsi tugas dalam proses seleksi yang lebih besar yang dimiliki oleh tim seleksi yang 
berasal dari luar unsur KPU. Hal itu juga ditegaskan dalam keterangan Pihak Terkait KPU 
mengenai tahapan seleksi dan pembagian tugas antara tim seleksi dan KPU dalam proses 
seleksi. Dengan demikian, berdasarkan penalaran yang wajar, tahapan penyelenggaraan 
pemilu tidak akan terganggu sekalipun dilakukan proses seleksi keanggotaan KPU Provinsi 
dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan secara bersamaan dengan seleksi calon anggota 
KPU dimaksud sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon. 

Dalam kaitan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan keberlakuan ketentuan 
Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 memberikan ketidakpastian dan perlindungan hukum terhadap 
hak-hak Pemohon untuk terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, sehingga 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. KPU sebagai penyelenggara pemilu 
merupakan salah satu institusi demokratis yang menentukan legalitas dan legitimasi 
terpilihnya pemimpin dan wakil rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan 
asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan 
pemilu menuntut kapabilitas, profesionalitas, dan integritas dari penyelenggara pemilu, in 
casu KPU, dalam menjalankan tugasnya baik sebagai penyelenggara pemilu tetap (KPU, 
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KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota) maupun sebagai penyelenggara pemilu bersifat ad 
hoc (PPK, PPS, dan KPPS). Pemilu yang berkualitas dapat terlaksana, salah satunya 
dengan integritas dan kemandirian penyelenggara pemilu melalui tahapan pelaksanaan 
pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (4) UU 7/2017. 

Berkenaan dengan dalil Pemohon terkait ketentuan periodisasi masa jabatan anggota 
KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dalam norma Pasal 10 ayat (9) yang 
memberikan ketidakpastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak-hak Pemohon, 
menurut Mahkamah norma Pasal 10 ayat (9) yang sedang diujikan konstitusionalitasnya oleh 
Pemohon, perlu dipahami norma a quo tidak hanya sebagai dasar hukum pengaturan 
mengenai masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota pada 
Pemilu 2024, melainkan juga telah berlaku dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dan 
penyelenggaraan pemilu-pemilu di masa yang akan datang. Artinya, apabila pasal a quo 
ditafsirkan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka secara yuridis ketentuan 
pasal a quo hanya dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024, dan tidak 
dapat digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu di 
masa yang akan datang. Dengan demikian, keberadaan norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 
merupakan salah satu wujud kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang sejatinya menjamin adanya pengakuan terhadap 
kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Artinya, penyelenggara pemilu, 
in casu KPU, seharusnya tetap menyelenggarakan Pemilu dengan menjunjung tinggi prinsip 
kedaulatan rakyat, kepastian dan perlindungan hukum secara transparan dan akuntabel. 

Berkenan dengan dalil Pemohon terkait rekrutmen penyelenggara pemilu, in casu 
anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota, juga harus mulai dibangun agar 
dapat dilakukan secara serentak, di luar tahapan Pemilu dan Pemilihan, sehingga tidak 
mengganggu jalannya tahapan Pemilu dan Pemilihan. Bahwa penyelenggaraan pemilu 
untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden didesain 
secara serentak sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-
XI/2013 dan putusan-putusan lainnya yang menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu 
dilakukan secara serentak. Penyelenggaraan pemilu didesain untuk dilaksanakan secara 
serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial untuk memilih anggota 
DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota 
sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang 
menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak. Terkait hal tersebut, 
telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. 

Sekalipun Mahkamah telah menyatakan beberapa alternatif model keserentakan 
penyelenggaraan pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 55/PUU-XVII/2019, pilihan salah satu model keserentakan pemilu tersebut 
diserahkan kepada pembentuk undang-undang guna dipergunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Namun, pada faktanya pembentuk undang-undang 
sampai sejauh ini belum melakukan revisi atas UU 7/2017. Karena fakta tersebut, segala 
desain hukum kepemiluan masih menggunakan model yang diatur dalam UU 7/2017 dan 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang, termasuk dalam hal ini, belum diikuti dengan pengisian secara bersamaan seluruh 
anggota penyelenggara pemilu terutama penyelenggara pemilu di daerah. Oleh karena itu, 
dalam konteks permohonan a quo, seharusnya KPU menyesuaikan pemilihan anggota KPU 
provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota sehingga sesuai dengan desain 
penyelenggaraan pemilu secara serentak. Namun, karena tahapan penyelengaraan pemilu 
telah berjalan dan bahkan sebagian anggota KPU di daerah telah terpilih sesuai dengan 
akhir masa jabatan masing-masing, sehingga tidak memungkinkan dilakukan proses 
pengisian jabatan anggota penyelenggara pemilu di daerah secara serentak. 

Lebih lanjut, sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
55/PUU-XVII/2019, secara hukum, pemilu secara serentak merupakan pilihan yang tidak 
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dapat dihindari. Bahkan, secara faktual pemilu secara serentak tersebut telah dimulai sejak 
penyelenggaraan Pemilu 2019, dan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 keserentakan 
dilaksanakan juga dengan pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, agar makna 
keserentakan dimaksud tidak hanya dimaknai keserentakan dalam pemungutan suara 
namun juga keserentakan semua unsur penting dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan 
pemilu dimaksud. Salah satu, unsur penting dalam tahapan penyelenggaraan pemilu adalah 
pengisian penyelenggara pemilu. Oleh karena telah diadopsinya model pemilu secara 
serentak, sehingga tidak ada pilihan lain selain melakukan pengisian penyelenggara pemilu 
secara serentak. Namun demikian, oleh karena permohonan pengujian diajukan oleh 
Pemohon ketika tahapan penyelenggaraan pemilu telah dimulai, sehingga pengisian 
penyelenggara pemilu di daerah secara serentak tidak mungkin dilaksanakan pada pemilu 
secara serentak 2024. Dengan telah dimulainya tahapan tersebut, menjadi tidak relevan bagi 
Mahkamah untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan 
perpanjangan masa jabatan penyelenggara pemilu di beberapa daerah. 

Selanjutnya, dalam hal pembentuk undang-undang melakukan penyesuaian terhadap 
UU 7/2017, beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk menyesuaikan rekrutmen 
penyelenggara pemilu dengan prinsip keserentakan penyelenggaraan pemilu, antara lain: (1) 
rekrutmen penyelenggara pemilu harus dilakukan sebelum dimulainya tahapan 
penyelenggaraan pemilu; (2) rekrutmen hendaknya didesain dengan lebih baik, sehingga 
menghasilkan penyelenggara pemilu yang mampu melaksanakan atau mewujudkan asas-
asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 
Dengan demikian, proses rekrutmen dapat menghasilkan penyelenggara pemilu yang 
berkompeten serta memiliki integritas dan mampu menjaga independensi terhadap semua 
peserta pemilu; (3) penyelenggara pemilu dibekali secara memadai melalui pelatihan, 
workshop, dan/atau bimbingan teknis pelaksanaan tugas kepemiluan yang dilaksanakan 
sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum secara serentak. 

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan 
norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum 
yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah, 
dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya 
sebagai berikut: 

1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima; 

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

 


